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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pamong Budaya, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan selaku pimpinan instansi pembina
berwenang menyusun pedoman formasi Jabatan
Fungsional Pamong Budaya;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi
Jabatan Fungsional Pamong Budaya sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 296);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PAMONG BUDAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah
jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Instansi
Pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Fungsional Pamong Budaya yang selanjutnya
disebut Pamong Budaya adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pemajuan
kebudayaan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan
tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang
berlaku.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai
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10.

11.

12.

(1)

(2)

oleh Pamong Budaya dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari unsur
utama.

Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target
hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
tertentu.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong Budaya
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya
merupakan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi
Daerah dalam menghitung jumlah kebutuhan setiap
jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya sesuai
dengan beban kerja.
Penghitungan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan dari indikator:
a. ruang lingkup bidang kebudayaan;
b. jumlah objek kebudayaan atau objek cagar budaya,;
c. jenis dan bentuk objek kebudayaan atau objek cagar

budaya; dan

d. luas wilayah kerja.
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Pasal 3

(1) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya
pada instansi di luar Instansi Pembina dilakukan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan selaku Instansi Pembina.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pertimbangan teknis dari lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan
melakukan pembinaan dan menyelenggarakan

manajemen aparatur sipil negara secara nasional.

Pasal 4
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong
Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



